
 

 
 
 
 
 
 
 

WALIKOTA PASURUAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
 

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 
NOMOR 50 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 6 

TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI 
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Menimbang : bahwa guna mewujudkan tertib pengelolaan keuangan 
daerah dalam pemberian tambahan penghasilan 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota 
Pasuruan, perlu mengubah Peraturan Walikota 
Pasuruan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tambahan 
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kota Pasuruan; 

 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) 
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4287); 
 
 
 

3. Undang-Undang … 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3241); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5136); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6037) 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Peraturan … 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2008 tentang Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Menteri Dalam Negeri; 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 
2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 
2011 tentang Pedoman Penataan Sistem 
Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil; 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 
2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di 
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);  

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 
2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana 
Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1273); 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang 
Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri 
Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 
Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan 
Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08); 
 
 
 
 

18. Peraturan … 
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18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Kelas Jabatan dan Kinerja di 
Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita 
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 2); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 6 TAHUN 
2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 
PASURUAN. 

 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota 
Pasuruan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tambahan 
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2020 Nomor 6) diubah sebagai 
berikut: 
 
1. Diantara angka 8 dan angka 9 ketentuan Pasal 1 

disisipkan 3 angka yaitu angka 8a, angka 8b, dan 
angka 8c, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud 
dengan: 

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota 
Pasuruan. 

2. Walikota adalah Walikota Pasuruan. 

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kota Pasuruan. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu 
Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 
 
 
 
 
 
 

5. Pegawai … 
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5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 
disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil 
yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota, 
termasuk Calon PNS dan PNS yang 
dipekerjakan atau diperbantukan di 
lingkungan Pemerintah Kota. 

6. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 
yang selanjutnya disingkat TPP adalah 
tambahan penghasilan yang diberikan kepada 
PNS dalam rangka meningkatkan kinerja dan 
kesejahteraan PNS berdasarkan tugas dan 
fungsi jabatan. 

7. Jabatan adalah kedudukan yang 
menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung 
jawab, wewenang dan hak seorang PNS. 

8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok 
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 
bertanggung jawab melaksanakan kegiatan 
pelayanan publik serta administrasi 
pemerintahan dan pembangunan. 

8a. Jabatan pimpinan Tinggi adalah sekelompok 
jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 

8b. Jabatan administrasi adalah sekelompok 
jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan 
pelayanan dan public serta administrasi 
pemerintahan dan pembangunan. 

8c. Jabatan Fungsional adalah sekelompok 
jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang 
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan 
tertentu. 

9. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang 
menunjukkan tingkat seorang PNS dalam 
rangkaian susunan instansi pemerintah yang 
meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, 
tetapi cukup setara dalam hal tingkat 
kesulitan dan tanggung jawab, serta tingkat 
persyaratan kualifikasi pekerjaan, yang 

digunakan sebagai dasar pemberian TPP. 

10. Factor Evaluation System yang selanjutnya 
disingkat FES adalah metode penghitungan 
bobot Jabatan yang dilakukan secara 
sistematis dengan memberikan penilaian 
terhadap beban kerja berdasarkan bobot 
pekerjaan yang dilaksanakan oleh setiap PNS 
dengan mendasarkan pada faktor jabatan. 
 
 
 

11. Indeks … 
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11. Indeks Harga Nilai Jabatan yang selanjutya 
disingkat IHNJ adalah nilai rupiah yang 
diberikan untuk setiap nilai jabatan (nilai rata-
rata). 

12. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang 
harus dipikul oleh suatu jabatan / unit 
organisasi dan merupakan hasil kali anatara 
volume kerja dan norma waktu. 

13. Prestasi Kerja adalah suatu proses penilaian 
secara sistematis yang dilakukan oleh penilai 
terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku 
pegawai. 

14. Kondisi Kerja adalah keadaaan lingkungan 
kerja dari suatu tempat bekerja 

15. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan 
yang dibebankan kepada PNS yang memiliki 
ketrampilan khusus/keahlian tertentu dan 
langka 

16. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran 
PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh 
pejabat yang berwenang. 

17. Aktivitas Harian adalah semua aktivitas PNS 
yang dituangkan dalam laporan mingguan dan 
bulanan. 

18. Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya 
disingkat IKI adalah tingkat pencapaian atau 
hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus 
dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan 
dalam kurun waktu tertentu. 

19. Sistem Informasi Jabatan dan Kinerja yang 
selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah 
aplikasi yang memuat informasi tentang 
jabatan dan kinerja PNS yang digunakan 
sebagai instrumen dalam pemberian TPP. 

20. Cuti PNS yang selanjutnya disebut Cuti adalah 
keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan 
dalam jangka waktu tertentu.  

21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran untuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 

22. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat 
yang diberi kuasa untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan Pengguna Anggaran 
dalam melaksanakan sebagian tugas dan 
fungsi Perangkat Daerah. 
 
 

23. Bendahara … 
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23. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat BUD adalah Kepala Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota 
Pasuruan yang bertindak dalam kapasitas 
sebagai Bendahara Umum Daerah. 

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
yang selanjutnya disingkat APBD adalah 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Pasuruan. 

 

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga 
berbunyi: 

 
Pasal 3 

 
(1) TPP diberikan sesuai dengan Kelas Jabatan 

masing-masing PNS baik Jabatan pimpinan 
tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional 
tertentu, dan jabatan pelaksana. 

(2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum 
dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(3) Besaran bobot Jabatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan 
metode FES. 

 
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (6) huruf a diubah, 

sehingga berbunyi: 
 

Pasal 12 
 

(1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di 
luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi 
daftar hadir secara elektronik dan/atau manual 
pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak 
dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran. 

(2) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan 
dengan Surat Perintah Tugas atau Surat 
Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan 
sebagaimana dimaksud dalam lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini.  
 
 
 
 
 
 

(3) PNS … 
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(3) PNS pada Perangkat Daerah yang 
melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan 
pengaturan sif jam kerja di atas jam kerja yang 
menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara 
elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan 
dengan Surat Keterangan dari atasan 
langsungnya. 

(4) PNS yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, 
tetapi bukan merupakan dinas luar yang 
menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara 
elektronik dan/atau manual pada jam masuk 
dan/atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, 
yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari 
atasan langsungnya, tidak dikenakan 
pengurangan Tingkat Kehadiran. 

(5) PNS yang melaksanakan pendidikan dan 
pelatihan, tidak dikenakan pengurangan 
Tingkat Kehadiran. 

(6) PNS yang dikecualikan dalam mengikuti senam 
pagi dan tidak dikenakan pengurangan Tingkat 
Kehadiran, yaitu: 

a. Ajudan Walikota, Ajudan Wakil Walikota, dan 
Sekretaris Sekretaris Daerah; 

b. Pengemudi Walikota, Pengemudi Wakil 
Walikota, dan Pengemudi Sekretaris Daerah; 

c. Petugas Kebersihan; dan 

d. PNS lainnya yang melaksanakan tugas 
kedinasan dengan jam kerja sif pagi hari 
antara jam 06.00 WIB sampai dengan jam 
07.00 WIB. 

(7) Dalam hal PNS melaksanakan tugas tetapi tidak 
dapat mengisi daftar hadir elektronik, 
administrator perangkat daerah tetap 
melakukan input kehadiran pada sistem 
informasi sesuai dengan hari dan jam 
kehadiran PNS. 

 
4. Ketentuan huruf j dan huruf k Pasal 28 diubah, 

sehingga berbunyi: 
 

Pasal 28 
 

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin karena 
melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan 
larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan 
masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, 
dikenakan pengurangan TPP, sebagai berikut: 

 

 

a. PNS … 
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a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat 
ringan berupa teguran lisan, dikenakan 
pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas 
persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan 
dengan Berita Acara dari atasan langsungnya; 

b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat 
ringan berupa teguran tertulis, dikenakan 
pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas 
persen) selama 2 (dua) bulan yang dibuktikan 
dengan Berita Acara dari atasan langsungnya; 

c. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat 
ringan berupa pernyataan tidak puas secara 

tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebesar 
15% (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan 
yang dibuktikan dengan Berita Acara dari 
atasan langsungnya; 

d. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat 
sedang berupa penundaan kenaikan gaji 
berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan 
pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh 
persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan 
dengan Berita Acara dari atasan langsungnya; 

e. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat 
sedang berupa penundaan kenaikan pangkat 
selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan 
TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 2 
(dua) bulan yang dibuktikan dengan Berita 
Acara dari atasan langsungnya; 

f. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat 
sedang berupa penurunan pangkat setingkat 
lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan 
pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh 
persen) selama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan 
dengan Berita Acara dari atasan langsungnya; 

g. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat 
berat berupa penurunan pangkat setingkat 
lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dikenakan 
pengurangan TPP sebesar 90% (sembilan puluh 
persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan 
dengan Berita Acara dari atasan langsungnya; 

h. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat 
berat berupa pemindahan dalam rangka 
penurunan jabatan setingkat lebih rendah, 
diberikan TPP sesuai dengan jabatan barunya 
yang dibuktikan dengan Berita Acara dari 
atasan langsungnya; 
 
 
 

i. PNS … 
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i. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat 
berat berupa pembebasan dari jabatan, 
diberikan TPP sesuai dengan jabatan barunya 
yang dibuktikan dengan Berita Acara dari 
atasan langsungnya; 

j. Bagi wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur 
Sipil Negara  (LHKASN) di Lingkungan 
Pemerintah Kota apabila tidak melaporkan 
maka TPP akan ditunda sampai dengan 
menunjukkan bukti wajib lapor di sistem 
LHKSN; dan 

k. Bagi ASN yang terbukti sebagai penanggung 

jawab atas kerugian Negara berdasarkan hasil 
pemeriksaan aparat pengawas eksternal 
pemerintah dan aparat pengawas internal 
pemerintah maka TPP akan dihentikan sampai 
dengan proses kerugian telah dipulihkan. 

 
8. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi: 

 
Pasal 33 

 
(1) TPP sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 2 

dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya. 

(2) TPP bulan Desember dihitung sampai dengan 
tanggal 22 Desember 2020 dan dibayarkan 
pada bulan berkenaan. 

(3) Dalam hal pemberian TPP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) belum dapat 
dibayarkan, pembayaran dapat dilaksanakan 
pada tahun anggaran berikutnya. 

 
9. Ketentuan huruf c Pasal 41 diubah, sehingga 

berbunyi: 
Pasal 41 

 
Dengan pemberian TPP berdasarkan Peraturan 
Walikota ini, PNS dilarang: 
a. memberikan, menerima, dan/atau menjanjikan 

hadiah dalam bentuk apapun dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. menerima honorarium atas pelaksanaan 
kegiatan yang dibiayai oleh APBD, kecuali 
honorarium narasumber dan honorarium tim 
juri; dan 

c. menerima imbalan dan/atau pendapatan lain 
kecuali biaya perjalanan dinas, narasumber, 
moderator, wasit, tim penanganan kebencanaan, 
instruktur, dan insentif pemungutan pajak 
daerah dan retribusi daerah. 

Pasal II … 
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Pasal II 
 

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini: 

1. Segala ketentuan mengenai tambahan penghasilan 
Pegawai Negeri Sipil sebelum berlakunya Peraturan 
Walikota ini mengacu pada Peraturan Walikota 
Pasuruan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Kerja dan Pelaksanaan Tugas Tahun Anggaran 
2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan 
Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 
Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja dan 
Pelaksanaan Tugas Tahun Anggaran 2020. 

2. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Pasuruan. 

 
Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 15 Desember 2020 
 

 
WALIKOTA PASURUAN, 

 
Ttd. 

 
RAHARTO TENO PRASETYO 

 
Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 15 Desember 2020 
 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 

 
Ttd. 

 
ANOM SURAHNO 

 

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 50 
 

 Salinan sesuai dengan aslinya 
 

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 
 
 

ANNA ROHMI INDRASARI, SH. MM. 
Pembina 

NIP. 19690507 200311 2 001 
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